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utama dalam mendorong inovasi, khususnya di Kabupaten
Kubu Raya. Meskipun kebijakan daerah mendukung
pengembangan UMKM, implementasi di lapangan masih
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Kata Kunci: terbatas oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya
Efektivitas, Efisien, Dampak,  efektivitas anggaran. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi
Keberlanjutan kebijakan pemerintah daerah dalam penguatan UMKM

melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama lima
bulan pada Dinas Koperasi UKM dan tiga kecamatan.
Temuan menunjukkan bahwa 92% UMKM adalah usaha
mikro yang didominasi sektor perdagangan, jasa, dan
produksi. Pelatihan struktural mampu meningkatkan
produktivitas hingga 30%, namun tantangan seperti literasi
keuangan yang rendah dan kurangnya pendampingan masih
menghambat akses pembiayaan dan inovasi. Oleh karena itu,
diperlukan kolaborasi multisektor dan transparansi anggaran
guna menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

Abtract
Keywords: This article aims to examine how the youth social movement
Effectiveness, Efficiency, within the Kelompok Peduli Mangrove Muda (KPMM)
Impact, Sustainability contributes to the preservation of the World Cleanup Day

Indonesia (WCDI) program. This movement is a tangible
action reflecting environmental concern, predominantly
driven by youth participation, particularly in the coastal areas
of Pamekasan Regency. This research employs a descriptive
qualitative method with data collection techniques including
observation, interviews, and documentation. The results
indicate that the youth social movement in KPMM plays a
significant role in raising public awareness in coastal
communities regarding waste management, environmental
restoration, and environmental education through the WCDI
program. Through collaboration with communities, village
governments, and educational institutions, this program is
able to run sustainably and provide both social and ecological

impact.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor
strategis dalam perekonomian nasional yang berperan penting dalam pemerataan
pembangunan dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
(2025), kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia
mencapai 61,7%, dengan kemampuan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja
nasional. Peran dominan ini menjadikan UMKM sebagai fondasi utama ketahanan
ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global (Yolanda & Hasanah,
2024). Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kemudahan
akses terhadap pembiayaan formal yang menjadi kunci keberlanjutan usaha.

Hambatan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan akses
terhadap sumber permodalan formal, terutama pada skala mikro. Banyak pelaku
usaha mengalami kendala berupa persyaratan administrasi yang rumit, minimnya
agunan, serta rendahnya literasi keuangan dan manajerial (Saleh et al., 2025).
Kondisi ini menyebabkan pelaku UMKM cenderung mengandalkan modal pribadi
atau pinjaman informal dengan bunga tinggi, yang berisiko menghambat
pertumbuhan usaha (Tambunan et al., 2022). Meskipun pemerintah telah
meluncurkan berbagai skema pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR),
Ultra Mikro (UMi), dan Pembiayaan Syariah, tingkat penyerapan dan efektivitas
program tersebut masih belum merata di berbagai daerah.

Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu
wilayah dengan potensi ekonomi yang besar dan basis UMKM yang kuat.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM (2024), terdapat 21.234 unit UMKM
aktif di wilayah ini, dengan mayoritas bergerak di sektor perdagangan, jasa, dan
industri rumah tangga. Pemerintah daerah turut mendukung pengembangan sektor
ini melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp394,9 miliar kepada
5.462 debitur, di mana 88% merupakan pelaku usaha mikro (DJPb, 2024). Meskipun
capaian tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan modal produktif, berbagai

kendala di lapangan masih muncul, seperti ketidaksesuaian program pembiayaan
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dengan kebutuhan sektor usaha, minimnya pendampingan pascapenyaluran, serta
lemahnya sinergi antarinstansi pelaksana (Sakbir, 2020).

Untuk memperkuat sektor ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan
Perlindungan UMKM yang menegaskan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator
akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. Namun, implementasi
kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, ditandai oleh lemahnya koordinasi
lintas lembaga, keterbatasan sumber daya manusia pelaksana, dan absennya sistem
evaluasi yang berkelanjutan terhadap dampak kebijakan (Kartani et al., 2024).
Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan
akses pembiayaan perlu dikaji secara empiris agar dapat diketahui sejaun mana
kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku UMKM di
daerah.

Secara teoretis, evaluasi kebijakan publik menekankan pentingnya hubungan
antara tujuan kebijakan, proses implementasi, dan dampak terhadap kelompok
sasaran (Anderson, 2006; Durlak & DuPre, 2008; Mavrot et al., 2019). Evaluasi
yang baik tidak hanya menilai output administratif seperti jumlah penerima kredit,
tetapi juga outcome berupa peningkatan akses, produktivitas, dan kemandirian
pelaku usaha (Bakare et al., 2024; Zhu et al., 2021). Pendekatan ini relevan untuk
menilai sejaun mana kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah efektif
dalam memperluas akses pembiayaan yang inklusif, terutama bagi usaha mikro yang
menjadi mayoritas pelaku ekonomi daerah.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
kebijakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam meningkatkan akses
pembiayaan pelaku UMKM melalui tiga aspek utama: efektivitas program
pembiayaan (KUR), mekanisme implementasi kebijakan di tingkat daerah, dan
relevansi kebijakan terhadap kebutuhan pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian evaluasi kebijakan
publik di tingkat daerah serta menjadi dasar perumusan strategi pembiayaan yang
lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
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METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif —untuk
mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya
dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam
dinamika kebijakan, interaksi antaraktor, serta kondisi sosial-ekonomi yang
melatarbelakangi implementasi program (Creswell, 2014). Model studi kasus
digunakan untuk menggali konteks spesifik kebijakan daerah pada lokasi tertentu
dengan intensitas intervensi tinggi (Yin, 2017).

Pendekatan evaluasi dalam penelitian ini juga mengadopsi prinsip Utilization-
Focused Evaluation (UFE) sebagaimana dikemukakan oleh Patton (Patton, 1997).
Pendekatan ini menekankan bahwa evaluasi harus dirancang dan dilaksanakan
dengan orientasi pada penggunaan hasil oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal
ini pemerintah daerah dan pelaku UMKM. Artinya, fokus evaluasi tidak hanya pada
pengukuran capaian kebijakan, tetapi juga pada bagaimana hasil evaluasi dapat
langsung dimanfaatkan untuk memperbaiki intervensi kebijakan secara praktis.

Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek: (1) efektivitas program
pembiayaan UMKM, terutama melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR); (2) kualitas
pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pemerintah daerah; dan (3) sejauh
mana dukungan kebijakan mendukung inovasi usaha mikro di wilayah tersebut.

Populasi penelitian mencakup seluruh aktor strategis dalam ekosistem
kebijakan UMKM, vyaitu aparatur Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan
Perdagangan, lembaga keuangan penyalur KUR, serta pelaku UMKM yang aktif di
tiga kecamatan dengan jumlah unit usaha tertinggi. Teknik purposive sampling
digunakan untuk memilih informan yang memiliki pemahaman mendalam dan
keterlibatan langsung dalam kebijakan yang diteliti. Proses penentuan jumlah
informan dilakukan hingga tercapai titik saturasi data, yakni saat informasi yang
diperoleh mulai repetitif dan tidak memberikan temuan baru.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama
yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam dilakukan untuk menggali
secara komprehensif persepsi, pengalaman, serta evaluasi kebijakan dari pejabat
dinas terkait dan pelaku UMKM. Kedua, observasi partisipatif dilaksanakan secara
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langsung di lokasi usaha dan kantor pemerintahan guna mengamati praktik
implementasi kebijakan serta interaksi yang terjadi antaraktor yang terlibat. Ketiga,
dokumentasi digunakan sebagai sumber data sekunder melalui analisis terhadap
berbagai dokumen, seperti peraturan daerah, laporan kinerja instansi, data statistik,
serta arsip pelaksanaan program yang relevan dengan kebijakan pemberdayaan dan
pembiayaan UMKM di Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang
berperan dalam menginterpretasikan data melalui interaksi langsung dengan
responden dan dokumen (Mabher et al., 2018) (Moleong, 2019). Validitas data dijaga
melalui teknik triangulasi, baik pada sumber maupun metode, untuk meningkatkan
keabsahan temuan (Campbell et al., 2020). Data dianalisis menggunakan pendekatan
tematik-induktif, yaitu proses identifikasi tema yang muncul dari data lapangan
melalui tahapan reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan
berbasis pola. Analisis tidak semata berdasarkan frekuensi, tetapi juga
memperhatikan intensitas, konteks, dan keterkaitan antarfenomena. Proses ini
memungkinkan peneliti memahami kompleksitas implementasi kebijakan secara
menyeluruh dan sistemik.

Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, mencakup seluruh tahapan mulai
dari desain studi, pengumpulan data, hingga interpretasi dan penyusunan
rekomendasi. Lokasi penelitian dipusatkan pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Kubu Raya dan tiga kecamatan yang dipilih
berdasarkan konsentrasi UMKM tertinggi. Dengan kombinasi desain kualitatif,
pemilihan informan strategis, serta pendekatan analisis induktif, penelitian ini
bertujuan menghasilkan evaluasi yang reflektif dan kontekstual terhadap kebijakan
daerah. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah

dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih responsif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil UMKM Kabupaten Kubu Raya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Kubu
Raya pada tahun 2024 mencapai 21.234 unit, dengan dominasi 92% usaha mikro.
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Sektor utama meliputi perdagangan (52%), jasa (27%), dan produksi rumah tangga
(21%). Struktur ini mencerminkan karakter ekonomi daerah yang masih bergantung
pada usaha skala kecil dengan tingkat produktivitas dan kapasitas inovasi yang
terbatas.

Kondisi ini memperkuat analisis Anderson (2006) bahwa efektivitas kebijakan
publik sangat dipengaruhi oleh kesesuaian instrumen kebijakan terhadap struktur
sosial-ekonomi penerima manfaat. Oleh karena itu, desain kebijakan yang
menyamaratakan seluruh kategori UMKM cenderung tidak efektif ketika mayoritas

penerima adalah pelaku usaha mikro dengan keterbatasan literasi dan legalitas.

Akses Pembiayaan melalui Program KUR

Data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
menunjukkan bahwa Kabupaten Kubu Raya menempati peringkat keempat dalam
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2024, dengan total nilai sebesar Rp
394,9 miliar yang disalurkan kepada 5.462 debitur. Namun, 88% penerima KUR
merupakan pelaku usaha mikro, yang sering kali menghadapi kendala administratif,
kurangnya legalitas usaha, dan rendahnya pemahaman terhadap produk keuangan.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa ketersediaan program pembiayaan
belum secara otomatis menjamin keterjangkauan. Studi Gupta, (2025) di India yang
mengidentifikasi bahwa literasi keuangan rendah dan tidak adanya pendampingan
menjadi faktor penghambat utama keberhasilan program kredit mikro. Di Kubu
Raya, ketimpangan akses ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan KUR belum
sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM pasca-
pembiayaan.

Tantangan Implementasi Kebijakan Daerah

Meskipun secara normatif telah tersedia Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, implementasinya di
lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan menunjukkan bahwa
alokasi anggaran pembinaan sangat terbatas, koordinasi antarorganisasi perangkat
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daerah (OPD) belum sinergis, serta tidak tersedia sistem pemantauan dan evaluasi
kebijakan yang memadai.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Kartani et al. (2024) serta Mindarti dan
Muzagi (2020), yang menggarisbawahi pentingnya koordinasi lintas instansi dalam
pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Penelitian ini menambahkan bahwa
bukan hanya koordinasi yang menjadi tantangan, melainkan juga rendahnya
kompetensi teknis pelaksana dan kurangnya pelibatan pelaku UMKM dalam tahap
perencanaan dan umpan balik kebijakan.

Dampak Program Pelatihan terhadap Produktivitas

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa pelatihan yang
dirancang secara terstruktur mampu meningkatkan produktivitas UMKM hingga
30%, khususnya dalam aspek manajemen keuangan, pengemasan produk, dan
pemasaran digital. Namun, pelatihan tersebut hanya menjangkau sebagian kecil
pelaku UMKM, dan tidak diikuti dengan mekanisme pendampingan berkelanjutan.

Maxwell et al. (2024) menegaskan bahwa pelatihan hanya efektif jika
diintegrasikan dengan sistem mentoring dan monitoring berjangka panjang. Hal
serupa ditegaskan oleh Wibowo et al. (2024), yang menekankan pentingnya digital
onboarding dan pelatihan berbasis aplikasi sebagai strategi akseleratif bagi UMKM
di ASEAN. Dengan demikian, keberhasilan pelatihan di Kubu Raya bersifat
temporer dan belum membentuk transformasi perilaku usaha secara sistemik.
Diperlukan desain pelatihan berbasis siklus pembelajaran yang iteratif, disertai
integrasi teknologi dan insentif partisipasi.

Partisipasi UMKM dalam Perumusan Kebijakan

Partisipasi pelaku UMKM dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan
tergolong rendah. Mereka lebih sering diposisikan sebagai penerima program, bukan
sebagai kontributor dalam proses perencanaan. Hal ini menyebabkan banyak
kebijakan tidak menjawab kebutuhan kontekstual pelaku usaha, seperti simplifikasi
prosedur legalitas atau insentif digitalisasi.

Temuan ini konsisten dengan Oktaviani dan Ramadani (2025). yang

menyebutkan bahwa partisipasi UMKM dalam kebijakan publik cenderung bersifat
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simbolik. Penelitian ini menambahkan bahwa rendahnya partisipasi juga disebabkan
oleh ketiadaan forum dialog yang permanen antara pelaku usaha dan pengambil
kebijakan di tingkat daerah.

Di negara berkembang, seperti yang ditunjukkan oleh Dorvlo et al. (2025)
keberhasilan intervensi pemerintah dalam penguatan UMKM sangat ditentukan oleh
tingkat partisipasi aktif dan kolaboratif dari pelaku usaha lokal. Oleh sebab itu,
pembentukan forum konsultasi kebijakan berbasis asosiasi atau komunitas pelaku
usaha perlu dipertimbangkan sebagai platform penghubung antara kebijakan dan

kebutuhan nyata.

Posisi Temuan Penelitian terhadap Literatur Terdahulu

Untuk memperjelas kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan
pengetahuan, Tabel 1 menyajikan perbandingan antara hasil penelitian dan studi-
studi sebelumnya.

Tabel.1 Perbandingan antara Hasil Penelitian dan Studi-Studi Sebelumnya

Aspek Temuan Penelitian Ini Studi Sebelumnya

Akses Pembiayaan KUR dominan mikro; Gupta (2025): Distribusi tidak
kendala literasi & legalitas merata

Implementasi Terbatas anggaran; Kartani et al. (2024): Koordinasi

Kebijakan koordinasi lemah jadi hambatan utama

Pelatihan dan Peningkatan 30%; tidak Widyastuti (2022): Efek jangka

Produktivitas berkelanjutan panjang perlu pendampingan

Partisipasi UMKM Rendah; tidak substantif Prasetyo (2019): Partisipasi hanya

formalitas
Digitalisasi & Belum terintegrasi Wibowo et al. (2024): Perlu
Inovasi onboarding digital

Implikasi Kebijakan
Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan UMKM

di daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh
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kesiapan sistem pendukung, kapasitas pelaksana, dan keberlanjutan program.
Evaluasi kebijakan yang tidak didasarkan pada kebutuhan nyata akan memperbesar

risiko mismatch antara tujuan program dan realitas lapangan (Rossi et al., 2004).

SIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kubu Raya dalam memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM), khususnya pada aspek pembiayaan, pelatihan, dan inovasi. Dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi, ditemukan bahwa dominasi usaha mikro menunjukkan perlunya
kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku usaha skala kecil, karena 92% UMKM
masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan legalitas. Program
pembiayaan seperti KUR telah tersedia luas, namun belum sepenuhnya inklusif
karena literasi keuangan dan kesiapan administrasi pelaku usaha masih rendah.
Pelatihan dan pembinaan pemerintah daerah memang meningkatkan produktivitas
hingga 30%, tetapi belum berkelanjutan akibat lemahnya sistem pendampingan,
koordinasi antarprogram, dan monitoring. Partisipasi pelaku UMKM dalam
perumusan kebijakan masih bersifat formalistik, sementara kebijakan daerah belum
membentuk ekosistem inovatif karena minimnya integrasi antarinstansi, rendahnya
adopsi teknologi digital, dan belum adanya forum komunikasi antara pemerintah dan
pelaku usaha. Secara keseluruhan, kebijakan pemberdayaan UMKM di Kabupaten
Kubu Raya belum efektif dan inklusif, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan
berbasis kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi
pelaku usaha.

Hasil evaluasi ini merekomendasikan beberapa langkah strategis: peningkatan
literasi keuangan berbasis komunitas dengan pendamping lokal; pengembangan
sistem pendampingan berkelanjutan pascapembiayaan; penguatan ekosistem digital
melalui kemitraan dengan fintech dan penyedia pelatihan teknologi; pembentukan
forum konsultasi UMKM di tingkat kecamatan dan kabupaten; peningkatan
transparansi dan akuntabilitas anggaran program melalui publikasi data terbuka dan

sistem monitoring digital; serta integrasi kebijakan UMKM ke dalam strategi
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pembangunan ekonomi daerah. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat
mendorong kebijakan yang lebih adaptif terhadap konteks lokal dan memperkuat

UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
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